
CtIBERNtjl~ (;ORONTALO

PERATURANGUBERNUR GORONTALO
NOMOR 67 TAHUN2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KOPERASI, TJSAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 11 Tabun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerab, Ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;

b. .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Keeil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambaban Lembaran Negara Republik
: '

Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2008 tentang Usaha Milcro

Kedl dan Menengah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
~ndonesia Nomor 4866);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tabun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tabun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N~mor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

I

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturap Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA 'KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIANDANPERDAGANGANPROVINSIGORONTALO

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerin tahat;l daerah adalah Penyelenggaraan urusan

petnerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut as as
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
selhas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penye1enggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

I

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
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4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Keeil

M~nengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang

atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.

9. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang dengan
kegiatan industri.

10. Inclustri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan baku danj atau memanfaatkan sumber daya industri

, .
sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah
atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

11. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan
transaksi Barang danjatau Jasa di dalam negeri dan melampaui
batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang
danj atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

12. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Otonomi.

13. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, danj atau kepada gubernur
dan bupatijwali kota sebagai penanggung jawab urusan
perherintahan umum.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasa12
(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perdagangan Provinsi Gorontalo berada
bertanggung jawab kepada Gubemur.

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Perindustrian dan
di bawah dan

Perindustrian dan

Pasal3
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Bidang Koperasi, Usaha Menengah,
Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan
Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah.
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Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah; Perindustrian dan
Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang

kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan
Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan
perdagangan;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
peningkatan ke1embagaan, pemberdayaan, pengawasan dan
pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM,
perindustrian dan perdagangan;

e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam
pelayanaI?- di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan
perdagangan;

d. k09rdinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop
di bidang koperasi, UKM,peridustrian dan perdagangan;

e. ko<::>rdinasipelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM,
Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;

f. penge101aan barang milik NegarajDaerah yang menjadi
tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Peridustrian dan
Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan

g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi,
UKM,Peridustrian dan Perdagangan

BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasal5
Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah"
Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
e. Bidang Koperasi;
d. Bidang Usaha Menengah, Usaha Keeil dan Usaha Milcro(UMKM);
e. Bidang Perindustrian;
f. Bidang Perdagangan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BABIV
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas
Pasal6

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah dalam Bidang Koperasi, Usaha Menengah,
Usaha Kedl dan Usaha Mikro (UMKM),Perindustrian dan Bidang
Perdagangan yang berada di bawah tanggung jawab Gubemur.
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Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. merencanakan sasaran dan kebijakan pembangunan Koperasi,

UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. yang mengacu pada
sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat
dibidang Koperasi, UMKM,Perindustrian dan Perdagangan;

b. menetapkan Program dan Kegiatan Dinas;
c. membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program

dan Kegiatan Dinas;
d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang

kebijakan bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan
Perdagangan;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat
Pusat maupun tingkat Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasa18

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan
kepeg~waian.

Pasa19
Dalami melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. pe1'aksanaan. perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta

menyusun laporan;
b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;

I

c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;
d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan

kegiatan dinas secara berkala; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa110
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun
perencanaan dan evaluasi program kegiatan, penyusunan laporan
kinerja dan melaksanakan pendataan.

5
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Pasal 12
Dalam,melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal11,
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menye1enggarakan fungsi :
a. menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana

program kegiatan;
b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan

pengendalian serta iaporah pelaksanaan program kegiatan;
I

c. mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan
rencana program Kegiatan;

d. menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan
anggaran tahunan;

e. melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung;
f. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
g. menganaljsa bahan -bahan pe1aporan dan melakukan

penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),Laporan Penyelenggaraan
. Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program
Kegiatan; dan

h. pe1aksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi
dan pengawasan.

Pasal14
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. menatausahakan pengelolaan keuangan;
b. menghimpun dan mengolah data keuangan;
c. menyusun laporan keuangan SKPD;
d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD:
e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara

lain:
1. ,kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh PPTKdan telah diset~jui oleh PA/KPA;dan
2. :kelengkapan SPP-UPjGUjTUP, SPP-UPjGUjTUP-Nihil dan

SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
'yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
g. menyiapkan dan menerbitkan SPM;
h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD

melalui bend ahara pengeluaran;
1. mengelola pembayaran gaji pegawai;
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J. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bendahara pengeluaran;

k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM,
pen.erimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;

1. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan
definitive anggaran jkegiatan, register kontrakjSurat Perintah
Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi
pembayaran per nomor kontrak;

m. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan
akuntansi;

n. mebgarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan
pengawasan dan pengendalian;

o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan
melapork~n kepada BUD serta PA;

p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan
laporan keuangan;

q. menyiapkan bahanj data untuk perhit\1ngan anggaran dan
perubahan anggaran; dan

r. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal15
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan,
ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan
administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

barang perlengkapan;
d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang

milik daerah;
f. pengolahan data. pengarsipan dokumen dan urusan administrasi

pegawai berbasis aplikasi;
g. pengembangan kapasitas SDMAparatur;
h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan,

keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
1. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
J. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;
k. menyiapkan ~ahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan

daFi Sekretaris;
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1. menyiapkan dan menyusun program kerja' dan rencana kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

m. memantau dan mengendalikan pe1aksanaan tugas-tugas rutin
yang menjadi tanggungjawabnya;

n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN,
dan SPT;

p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja
pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Minimum (SPM);

q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;

r. menyiapk~n rencana kebutuhan barang unit;
s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan

pen'gadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit
kerja yang membutuhkan sesuai dengan renCana pengadaan yang
ditetapkan;

t. melaksanakan tugas kehumasan;
u. me1aksanakan pengolahan dan penataan arslp naskah dinas

serta administrasi perjalanan dinas;
v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan penglnman

surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD / Konsep Surat
berdasarkan telaahan bidang-bidang dan kearsipan dinas;

w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan
naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan
pemerintah daerah; dan

x. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Koperasi

Pasal 17
Bidang Koperasi mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis,
melaksanakan penyuluhan, bimbingan teknis, pengembangan,
supervisi dan pengawasan kelembagaan usaha, permodalan koperasi
dan pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan PinjamfUnit
Simpan Pinjam Koperasi.

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, bidang Koperasi menyclenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan

kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi;
b. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-

undangan di bidang perkoperasian;
c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan

standarisasi organisasi, tatalaksana dan pemeringkatan koperasi;
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d. pelaksanaan penyuluhan, pengembangan organisasi, dan
tatalaksana koperasi;

e. melaksanakan bimbingan teknis perkoperasian;
f. melakukan evaluasi pemeringkatan koperasi;
g. pelaksanaan bantuan advokasi penyelesaian dan pertimbangan

hukum terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi;
h. penyusunan rencana dan kebijaksanaan teknis pengembangan

usaha dan permodalan koperasi;
1. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha dan

permodalan koperasi;
J. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

pengembangan kelembagaan usaha dan permodalan koperasi;
k. melakukan pemeriksaan kelembagaan koperasi;
1. melakukan pengawasan pemeriksaan KSPdan USP;. .

m. penerapan sanksi; dan
n. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal19
Bidang Koperasi terdiri dari :
a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
b. Seksi Usaha dan Permodalan Koperasi; dan
c. Seksi Pengawasan Koperasi.

Pasal20
Seksi ,Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan dan
merumuskan rencana kebijakan teknis pembinaan kelembagaan, tata
laksanJa koperasi, menyiapkan bahan peraturan
perundang.:.undangan, melaksanakan bimtek, menyiapkan data,
melakukan pengawasan dan pengendalian kelembagaan koperasi.

Pasa121
DaiaITl; melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, seksi kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi:
a. me'nyiapkan bahan dan menyusun rencana dan kebijaksanaan

teknis pembinaan kelembagaan, tatalaksana dan pemeringkatan
koperasi;

b. menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan dibidang
koperasi;

c. menyiapkan data dan melaksanakan pembinaan pengembangan
kelembagaanj organisasi dan manajemen koperasi;

d. melakukan pengawasan dan pemeriksaan Kelembagaan Koperasi;
e. melakukan pembinaan dan pemantapan tatalaksana koperasi

(rapat anggota, administrasi organisasi, pembukuanl akuntansi,
audit laporan keuangan);

f. melaksanakan bimtek perkoperasian;
g. melakukan pengendalian dan pembinaan kelembagaan koperasi;
h. penerapan sanksi; dan
1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Pasa122
Seksi Usaha dan Permodalan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan
dan merumuskan rencana dan kebijakan teknis, melaksanakan
pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan advokasi
pengelolaan Usaha dan permodalan koperasi. I

Pasa123
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Seksi Usaha dan Permodalan Koperasi menyelenggaiakan
fungsi:
a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan

kebijaksanaan tcknis pengembangan usaha dan permodalan
koperasi;

b. melakukan pembinaan pemantapan, danpengembangan usaha
dan permodalan koperasi;

c. penyusunan rencana dan kebijakan teknis usaha dan permodalan
koperasi;

d. me1aksanakan pembinaan dan pengembangan usaha dan
permodalan koperasi;

e. me1aksanakan pengendalian dan pengawasan pe1aksanaan
pengembangan usaha dan permodalan koperasi;

f. melakukan monitoring dan sufervisi terhadap penge101aanusaha
dan permodalan koperasi;

g. melakukan pembinaan dan advokasi penyelesaian permasalahan
yang di hadapi dalam penge10laan usaha dan permodalan
koperasi;

h. pengembangan PLUT;
1. penerapan Sanksi; dan
J. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal24
Seksi Pengawasan Koperasi dipimpin oleh KepalGl.Seksi mempunyai
tugas menyiapkan dan merumuskan rencana dan kebijakan teknis,
melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan
koperasi.

Pasa125
Dalam: menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui

penilaian kesehatan koperasi :
I

b. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi slmpan
pinjam/unit simpan pinjam;

c. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan
plnjam;

d. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan
usaha koperasi;
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e. mereneanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
pinjam; dan

f. pe1aksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Usaha Menengah, Usaha Keeil dan

Us,aha Mikro (UMKM)

Pasal 26
I

Bidang,Usaha Menengah, Usaha Kedl dan Usaha Mikro mempunyai
tugas 'menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan
dan ' pemberdayaan UMKM, melaksanakan pembinaan,
pengembangan ke1embagaan data dan pemberdayaan, promosi dan
pemasaran produk usaha mikro keeil menengah.

Pasa127
I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
Bidang Usaha' Menengah, Usaha Kedl dan Usaha Mikro
menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun reneana program dan kegiatan teknis dan pelaksanaan

pengembangan ke1embagaan dan manajemen, data dan informasi
pembiayaan usaha mikro keeil dan menengah;

b. menyusun pedoman kebijakan teknis dan pelaksanaan
pembinaan, pemberdayaan, bagi usaha mikro keeil menengah;

c. menyusun kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan
sistem promosi, dan pemasaran usaha mikro keeil dan menengah;

d. mengawasi pelaksanaan pembinaan pengembangan kelembagaan
pemberdayaan UMKMjpromosi dan pemasaran produk UMKM;

e. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan data UMKMseeara,
periodik;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan
UMKM; dan

g. pe1aksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal28
Bidang Usaha Menengah, Usaha Kedl dan Usaha Mikro terdiri dari
a. Seksi Pengembangan Kelembagaan UMKM;
b. Seksi Pemberdayaan UMKM;dan
c. Seksi Promosi dan Pernasaran Produk UMKM

Pasal29
Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Menengah, Usaha Kedl
dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan dan merurnuskan
rencana kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pendataan,
pengelolaan informasi, serta monitoring dan evaluasi kelernbagaan
UMKM.
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Pasa130
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Seksi Pengembangan dan Kelembagaan UMKMmenyelenggarakan
fungsi:
a. menyusun reneana kebijakan teknis pembinaan

kelembagaanjorganisasi usaha mikro keeil dan mengengah;
b. mensosialisasikan peraturan dan petunjuk pelaksanaan teknis

UMKM;
e. melaksanakan pembinaan, investasi, pendataan kelembagaan

UMKM;
d. melakukan pembinaan dan bantuan advokasi penyelesaian dan

permasalahan kelembagaan;
e. melakukan pendataan seeara periodik perkembangan UMKM;
f. m~mberi~an informasi terhadap perkembangan UMKM;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan, data dan

inlormasi; dan
h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa131
Seksi Pemberdayaan UMKM mempunyai tugas menyiapkan dan
merumuskan reneana kebijakan teknis, melakukan pembinaan dan
adokasi, serta melakukan pendampingan, bimbingan tekni~ dan
monitoring evaluasi pemberdayaan UMKM.

Pasal32
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
PasaI 31, Seksi Pemberdayaan UMKMmenyelenggarakan fungsi:
a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi

Pemberdayaan UMKM;
b. menyiapkan kebijakan teknis pemberdayaan UMKM;
e. mensosialisasikan peraturan dan petunjuk pelaksanaan teknis

di bidang usaha mikro keeil dan menengah;
d. melakukan pembinaan dan bantuan advokasi penyelesaian

permasalahan UMKM;
e. mclakukan pendampingan untuk pengembangan usaha mikro

kecil dan menengah;
f. melaksanakan bimbingan teknis bagi UMKM;
g. menghimpun berbagai hasil pelatihanjdiklatjkursus bagi UMKM
h. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap

diklatj pelatihan yang telah dilaksanakan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa133
Seksi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM mempunyai tugas
menyiapkan dan merumuskan reneana kebijakan teknis Promosi dan
Pemasaran Produk UMKM, melaksanakan pengembangan promosi
dan pemasaran produk UMKMserta melaksanakan monitoring dan
evaluasi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM.
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Pasa134
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Seksi Promosi dan Pemasaran Produk UMKMmenyelenggarakan
fungsi:
a. menyusun rencana kebijakan teknis dibidang Promosi dan

Pemasaran Produk UMKM;
b. menginventarisir jenis usaha jproduk unggulan daerah;
c. memfasilitasi pemasaran produk UMKM;
d. melaksanakan promosi dan hasil produk UMKM;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan yengawasan terhadap

pelaksanaan pameran; dan '
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian

Pasa135
Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan,
standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan day~ saing,
penumbuhan wirausaha baru, penguatan kapasitas kelembagaan,
pemberian fasili,tas, serta promosi industri dan jasa industri pada
Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur; Industri Kimia,
Sandang, Aneka dan Kerajinan; Industri Logam, Mesin, Alat
Transbortasi dan Elektronika.

Pasa136
Dalam meh:~.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
a. petumusan kebijakan di bidang pembangunan dan

pe~berdayaan potensi industri, peningkatan daya saing,
standaridisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan
wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan
teknis dan pembiayaan serta promosi industri;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan
pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing,

I

standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan
wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan
teknis dan pembiayaan, serta promosi industri;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, peningkatan daya saing,
standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan
wirausaha bar'..l, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan
teknis dan pembiayaan serta promosi industri;

d. menyiapkan bahan dan penyusunan program sert~
melaksanakan pembinaan teknis dibidang industri;

e. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan
usaha dan sarana dibidang industri;

f. merencanakan koordinasi dan pembinaan tehnis pengembangan
komoditi industri;
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g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ind"-lstri;dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal37
Bidang Perindustrian terdiri dari
a. Seksi Industri Pangan dan Furniture;
b. Seksi I!1dustri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan; dan
c. Seksi Industri Logam, mesin dan Elektronik.

Pasal38
Seksi Industri Pangan dan Furniture mempunyai tugas menyiapkan
dan merumusan kebijakan teknis, melaksanakan penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan
teknis serta monitoring dan evaluasi.

Pasa139
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal38,
Seksi Industri Pangan dan Furniture menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan

pengembangan di bidang industri Pangan, Barang dari Kayu dan
Furniture;

b. pelaksanaan pengumpulan data serta penyajian informasi
industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furniture;

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk daerah,
kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri,
pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana" industri, pemberdayaan industri, perizinan industri,
penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi
industri dan jasa industri serta kebijakan di seksi industri Pangan
dan Furniture;

d. penYlapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dioidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri
Papgan dan furniture;

,
e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang industri Pangan,

Ba,rang dari Kayu dan furniture; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa140
Seksi IIndustri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan mempunyai
tugas ,menyiapkan dan merumusan kebijakan teknis, melaksanakan
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian
bimbingan teknis, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi dibidang
industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan.

Pasal41
Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
Seksi Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajin~
menyelenggarakan fungsi:
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a. p~nyusunan rencana, program, anggaran,: evaluasi dan pelaporan
pengembangan di bidang Industri Kimia, Sandang, Aneka dan
K~rajinan;

b. pelaksanaan pengumpulan data serta penyajian informasi
Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan;

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk daerah,
I

kepijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri,
pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri,
penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi
industri dan jasa industri serta kebijakan di seksi Industri Kimia,
Sandang, Aneka dan Kerajinan;

d. penyiapan penyusunan norma, standar,: prosedur, dan kriteria
dibidang, p~rencanaan, perizinan, data dan informasi Industri
Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan;

e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang Industri Kimia,
Sandang, Aneka dan Kerajinan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal42
Seksi Industri Logam, Mesin, dan Elektronik mempunyai tugas
menyiapkan dan merumusan kebijakan teknis, melaksanakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian
bimbingan teknis, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang
industri Logam,Mesin, Elektronika dan Alat angkut.

Pasa143
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal42,
Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronik menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan

pengembangan di bidang industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan Elektronika;

b. pelaksanaan pengumpulan data serta penyajian informasi
industri Logam,Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk daerah,
kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan indu~tri,
pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri,
penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi
industri dan jasa industri serta kebijakan di seksi industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;

d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dibidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri
L6gam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;

e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang industri Logam,
M'esin,Alat Transportasi dan Elektronika; dan

f. melaksanakanfungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Bagian Keenam
Bidang Perdagangan

Pasa144
Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta
pemberian bimbingan t~knis dan evaluasi pada urusan perdagangan,
pembinaan dan pengawasan, perlindungan kon~mmen, promosi
perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Pasa145
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
a. merumuskan kebijakan teknis dibidang perdagangan;
b. melakukan pembinaan, pengawasan, standadsasi dan

perlindungan konsumen, pendistribusi barang dan jasa lintas
kab/kota;

c. me1lakukan kerjasama dagang dalam rangka peningkatan
produksi dalam negeri;

d. melaksanakan kegiatan misi dagang nasional dan intemasional;
e. melaksanakan kegiatan operasi pasar dan pasar murah

di kabupaten/kota;
f. melaksanakan bimtek bagi SDMperdagangan;
g. merumuskan laporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis

I

dibidang perdagangan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal46
Bidang Perdagangan terdiri dari :
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
c. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Pasa147
Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi program dan kegiatan di bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Pasa148
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Seksi Perdagangan Dalam Negerimenyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perdagagan

Dalam Negeri;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta

pengembangan usaha perdagangan dalam negeri;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan misi dagang produk

daerah;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi, distribusi barang, harga

kebutuhan pokok, strategis dan jasa; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa149
Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan dan
merumuskan kebijakan teknis, melaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar,. prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan
teknis' dan evaluasi program dan kegiatan di bidang perdagangan
luar negeri.

Pasal50
Dalam, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, Seksi Perdagangan Luar Negeri menyelcnggarakan fungsi:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perdagangan

Luar Negeri;
b. merencanakan kegiatan menyiapkan bahan dan melaksanakan

pembinaan teknis kepada Eksportir dan calon eksportir serta
melakukan pelayanan perizinan bidang ekspor dan impor;

c. melakukan identifikasi dan promosi komoditas ekspor daerah
d. memantau kinerja ekspor impor;
e. mengumpul dan mengolah data hasil pelaksanaan tugas bidang

perdagangan luar negeri;
f. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan sesuai dengan tugas yang

diberikan untuk penyusunan laporan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal51
Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas
menyiapan dan merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan, perlindungan konsumen dan tertib niaga serta
pengawasan barang be:-edar dan jasa.

Pasal52
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,
Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan
fungsi:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan

Perlindungan Konsumen;
b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan

pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen;
c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan,

pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tertib niaga;
d. menyiapkan perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan dan

pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang Beredar / Jasa dan
barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal53
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa154
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemimpin' unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Jumlah ten,aga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) JeI?-isdan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pacla ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal55
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan
pejabat pengaw8.s di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Keeil
Menengah, ~erindustrian dan Perdagangan wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah~ Perindustrian dan
Perdagangan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Peridustrian dan Perdagangan
sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal56
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Dinas Koperasi, UKM,Perindustrian dan Perdagangan:
a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar rnengambillangkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa157
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan
pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib
mengadakan rapat berkala.
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Pasal58
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasannya 'masing-masing dan
menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa159
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan
pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk
kepada bawahan.

BABVII
ESELON,PENGANGKATAN
DANPEMBERHENTIAN

Pasa160
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan merupakan jabatan

eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IlIa atau

jabatan administrator.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan

eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasa161
(1) Pej,abat struktural eselon II kebawah diangkat dan diberhentikan

oleh Gubernur.
(2) Pejabat struktural eselon III kebawah dapat diangkat dan

diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang
oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BABVIII
KETENTUANLAIN- LAIN

Pasa162
Bagan organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan daTi Peraturan Gubernur ini.

BABIX
UNITPELAKSANATEKNIS

Pasa163
(1) Untuk me1aksanakan tugas teknis operasional dan/atau

tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

19



Pasa164
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Guber~ur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

BABX
KETENTUANPERALIHAN

PasaI65
Pada saat Perat1,1ran Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya
jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasa166
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontal0 Nomor 69 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Gorontal0 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014
Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa167
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga12Januari 2017.
Aga!' setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontal0.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tangga123 icsc:i1ber 2016
PIt. GUBERNURGORONTALO,

ZUDANARIF FAKRULLOH
Diundangkan di Gorontal0
pada tanggal 23 j9cse:~bcr 2016
8EKRETARI8 DAERAHPROV 81GORONTALO,

,

WINtk::~OARFA
BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2016 NOMOR '7
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO .•
NOMOR 57 ~i-e'''i{ 24![116
TANGGAL: 23 lJur.JOInb0I' 20~~
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, UKM,

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO

SUB BAG IAN UMUM
DAN Y.EPEGAWAIAN

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
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